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Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Pengawasan 
Komisi Yudisial di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya” ini dilakukan 
untuk menjawab dua pertanyaan: Bagaimana Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial 
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya ? Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah 
terhadap fungsi Pengawasan Komisi Yudisial di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Surabaya ? 
Data penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh 
dari Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, kemudian di analisis 
dengan metode induktif. Yang selanjutnya disusun secara sistemtis sehingga 
menjadi data yang konkrit mengenai fungsi penawasan Komisi yudisial Terhadap 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Selanjutnya data tersebut di olah dan 
di analisis menggunakan teori hukum islam yaitu Fiqih Siyasah dalam ruang 
lingkup Siyasah Dusturiyah. 
Hasil penelitian ini diketahui bahwa tugas Komisi Yudisial Penghubung 
Wilayah Jawa Timur dalam pengawassan Hakim Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi adalah menerima laporan dari masyarakat dan melakukan pemantauan 
persidangan. Adapun wewenang Komisi Yudisial penghubung Wilayah Jawa 
Timur dalam pengawasan hakim tindak pidana korupsi adalah hanya berwenang 
menerima laporan, anotasi, pemeriksaan, dan pemantauan persidangan. 
  Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur hendaknya lebih tegas 
dalam pengawasan hakim pengadilan tindak pidana korupsi di Jawa Timur, baik 
yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim 
maupun putusan hakim yang menyimpang dari Undang-Undang. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi yang dibentuk sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam 
pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun dalam pelaksanaannya tidak 
lepas dari permasalahan internal dan eksternal sebagai buah tuntutan 
pemberantasan tindak pidana korupsi yang sangat kuat dari masyarakat. 
Sistem rekruitmen hakim, integritas hakim, kualitas putudan hakim, sarana 
dan prasarana, dan organisasi pengadilan tindak pidana korupsi merupakan 
permasalahan internal yang tengah menjadi sorotan masyarakat. 
Pemebentukan pengadilan tindak pidana korupsi di seluruh wilayah kabupaten 
kota telah menambah beban permasalahan pengadilan tersebu. Kualitas dan 
kuantitas hakim ad hoc yang memeriksa perkara merupakan persoalan 
tersendiri yan saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat.  
Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berfungsi sebaai pengawas 
eksternal diberikan dua wewenang konstitusional memlalui Pasal 24B UUD 
1945, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
weewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta periaku hakim. Konstitusi mengamanatkan Komisi 
Yudisial melakukan pengawasan eksternal para hakim dari empat lingkungan 
peradilan dibawah Mahkamah Agung (MA) yang wilayah tugasnya tersebar di 


































seluruh Indonesia. Dalam menjalankan tugas pengawasan tugas tersebut, KY 
menerima laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan 
pedoman perilaku hakim (KEPPH). Sejalan dengan pentingnya peran hakim 
sebagai benten terakhir para pencari keadilan, maka pengawasan terhadapnya 
menjadi niscaya. Pengawasan hakim, utamanyna pengawasan eksternal 
diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas untuk menggimbanggi indepensi yang 
disandangnya. Tanpa itu, proses peradilan akan terjebak pada tirani yudisial. 
Fuungsi pengawasan eksternal semakin urgen mengingat peradilan ditengarai 
masih belum imun dari praktik mafia peradilan.  
Di era saat ini jika melihat peristiwa yang terjadi baru-baru ini sepanjang 
Januari-Agustus 2017 terdapat 40 aparat pengadiilan yang dikenai sanksi etik, 
baik karena terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) maupun tim saber Pungli.1 Selain itu, berdasarkan riset 
Transparancy International yang dirilis dalam Global Corruption barometer 
tahun 2017, untuk wilayah Asia Pacific, lembaga peradilan di Indonesia masih 
memiliki potensi korupsi sebesar 33% dari total penanganan kasus yang 
dilakukan oleh pengadilan. Hal ini menjadi ironis, mengingat peradilan adalah 
benteng terakhir para pencari keadilan yang mestinya imun terhadap semua 
potensi yang mengarah pada praktik kumuh mafia peradilan.2 
 
1 http://news.detik.com/berita/3685455/40-aparat-pengadilan-kena-ott-kpk-hingga-tim-saber, 
diakses pada tanggal 1 November 2018. 
2http://www.tranparency.org/news/feature/coruption_in_asia_pacific_what_2000_people_told_us. 
Download full report, diakses pada tangga l 1 November 2018 


































Menjadi penting bahwa sistem pengawasan hakim yang dilakukan oleh 
badan pengawas eksternal komisi yudisial ini dibahas karena sampai saat ini 
masih banyak ditemukan adanya pelanggaran kode etik hakim atau biasa yang 
disebut KEPPH (Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim) sehingga dapat 
menyebabkan rusaknya inteegritas hakim, maka dari itu perlu adanya 
penelitian lebih lanjut perihal tersebut. Maka perlu halnya penelitian yan 
memberikan secara komprehensif mengenai sistem pengawasan hakim oleh 
badan pegawas Komisi Yudisial dan di tinjau dari Fiqh Siyasah sehingga dapat 
diketahui secara pasti bagaimana sistem pengawasan dari lembaga tersebut. 
Pengawasan yang dilakukan oleeh Komisi Yudisial memberikan pertanyaan 
besar pada kalanan awam diluar sana untuk lebih jauh mengetahui seluk  beluk 
peradilan. 
Adapun dalam peradilan Islam, Fiqh Siyasah  merupakan hukum yang 
mengatur suatu negara antara lain meliputi bidang Siyasah Dusturiyah 
(Siyasah perundang-undangan), siyasah maliyat (siyasah keuangan), siyasah 
Qadhaiyat (Siyasah Peradilan), Siyasah Harbiat (Siyasah Peperangan), dan 
Siyasah Idariat (Siyasah Administrasi).3 Diketahui sistem pengawasan di era 
kejayaan Islam pada zaman nabi yaitu Al-Hisbah atau Wilayah Al-Hisbah yan 
lebih dikenal pada zaman dahulu adalah pengawasan yang baik. Perlu 
munculkannya Wilayah Al-Hisbah ini karena sesuai dengan sabda Nabi yang 
memerintahkan untuk meyelesaikan permasalahan dengan Undng-undang, 
bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakuukan, meyeru untuk 
 
3 J. Suyuthu Pulungan, Fiqh Siya>sah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 39. 


































berbuat baik serta melarang hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat bagi 
umat. Yang melakukan tugas Al-Hisbah ini yaitu Mustahib.4 Demi penegakan 
peradilan yang bersih ini memberikan perigatan yang dilaksanakann sebagai 
tindakan bagi peradilan yang baik di zaman tersebut. Begitupun sepereti yang 
terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi: 
 ِرَكْنُمْلا ِنَع َنْوَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْلِبِ َنوُرُمَْيََو ِْيَْْلْا َلَِإ َنوُعَْدي ٌةَُّمأ ْمُكْنِم ْنُكَتْلَو  ۚ  َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َكِئََٰلُوأَو  
“ dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung ”.5 
 
Selain itu pula dalam Fiqh Siyasah terdapat siyasah qadha’iyah yang 
berarti lembaga peradilan sehingga dapat pula masuk dalam wilayah ini karena 
tergolong dalam wilayah peradilan.6 Peradilan yang dalam penelitian ini 
merupakan peradilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat pada 
putusnannya sesuai dengan perkara atau kasus yang diterimanya. Adapula 
maslahah al mursalah yang memandang segala sesuatu agar sesuai dengan 
kemaslahatan dan kepentingan masyarakat.7 Pada penelitian ini lebih condong 
kepada Fiqh Siyasah yang fokus kepada Al-Hisbah. 
 
4 Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), 125-128 
5 Ma’ruf segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan  munkar ialah seagala 
perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. 
6 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2001), 14. 
7 A.Djazuli, Fiqh Siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, 
(Jakarta: Kencana, 2009), 32. 


































Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk perllu melakukan 
penelitian lebih jauh tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme 
Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial”. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 
mengindentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu: 
1. Latar belakang munculnya badan pengawasan Komisi Yudisial Republik 
Indonesia dan Pengadilan Tipikor Surabaya. 
2. Kedudukan dan kewenangan Badan Pengawas Komisi Yudisial Republik 
Indonesia. 
3. Pengawasan hakim yang dilakukan oleh Badan Pengawas Komisi Yudisial 
Republik Indonesia di Pengadilan Tipikor Surabaya. 
4. Sistem pengawasan Hakim di tinjau dari fiqih siyasah  
5. Fiqh siyasah menggunakan Wilayah Al-hisbah 
Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sangat 
penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut: 
1. Pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial Republik 
Indonesia di Pengadilan Tipikor Surabaya. 
2. Analisis fiqh siyasah terhadap pengawassan hakim di pengadilan Tipikor 
Surabaya. 
 


































C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana wewenang  Komisi Yudisial Republik Indonesia di Pengadilan 
Tipikor Surabaya? 
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah dalam Wewenang Komisi Yudisial 
Republik Indonesia di Pengadilan Tipikor Surabaya? 
 
D. Kajian Pustaka 
Berdasarkan penelusuran penulis menemukan beberapa penelitian yang 
telah dilakukan sebelumnya. Antara lain: 
Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Fikih siyasah terhadap 
pengawasan eksternal hakim konstitusi oleh komisi yudisial menurut pasal 
24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
amandemen ke-IV” oleh Putri Rizkiyati pada tahun 2018. Dalam penelitian 
tersebut menunjukan bahwa yang penyusun lakukan adalah bahwa komisi 
yudisial berhak melakukan pengawasan terhadap hakim mahkamah konstitusi 
yang terdapat pada pasal 24B ayat (1) UUS NRI tahun 1945 tertuju pada 
makna semua hakim tidak tekecuali hakim konstitusi. Dengan adnaya 
pegawasan dari komisi yudisial akan lebiih efektif mengingat bahwa 
pengawasan itu dilakukan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan 
kekuasaan. Dalam persamaan skripsi ini dengan yang penulis lakukan, sama-
sama menganalisis mekanisme perilaku hakim, sedangkan perbedaannya 


































adalah penulis melakukan penelitian hakim di pengadilan tipikor, sedangkan 
skripsi ini melakukan penelitian hakim konstitusi. 
Kedua skripsi yang berjudul “kewenangan komisi yudisial dalam mengaasi 
hakim dalam perspektif fikih siyasah” oleh diah kusuma ningrum. Dalam 
penelitian tersebut  menunjukan bahwa yang penyusun lakukan adalah ingin 
mengetahui bagaimana wewenang komisi yudisial dalam mengawasi hakim, 
dan bagaimana pandangan menurut fiqih siyasah. Dalam persamaan skripsi ini 
dan penulis lakukan adalah sama-sama mengawasi perilaku hakim. Sedangkan 
perbedaanya adalah penulis melakukan pengawasan terhadap hakim di 
pengadilan tipikor sedangkan skripsi ini melakukan pengawasan perilaku 
hakim secara umum. 
Ketiga skripsi yang berjudul “Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial 
dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Ruslan Abdul Gani. Dalam penelitian 
tersebut bahwa yang penyusun lakukan adalah ingin mengetahui bagaimana 
perilaku hakim yang didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di 
Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat 
menentukan dalam meneakkan hukum dan keadilan. Masalah keluhuran 
martabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis 
untuk mendukung dan menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham 
Indonesia adalah negara hukum. dalam persamaan skripsi ini da penulis adalah 
sama-sama mengawasi perilaku hakim. Sedangkan perbedaanya adalah penulis 
melakukan pengawasan terhadap hakim di pengadilan tipikor, sedangkan 
skripsi ini mengawasi perilaku hakim secara umum.   



































E. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana 
rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci 
tujuan diadakanya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah: 
1. Untuk Menganalisis Pengawasan Hakim yang Dilakukan Oleh Komisi 
Yudisial Republik Indonesia di Pengadilan Tipikor Surabaya. 
2. Untuk Menganalisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengawassan Hakim yang 
Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia di Pengadilan Tipikor 
Surabaya. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
1. Kegunaan teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan 
melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah tinjauan 
fiqih siyasah terhadap mekanisme pengawasan Hakim oleh Badan 
Pengawas Komisi Yudisial di Pengadilan Tipikor Surabaya sehingga 
bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Syari’ah serta civitas 
akademika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
 
 
2. Kegunaan Praktis 


































Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait 
dalam bidang peradilan, baik peradilan maupun pihak yang berperkara, 
untuk kedua belah pihak, penelitian ini bermanfaat untuk menggambarkan 
secara nyata mengenai mekanisme pengawassan hakim, khususnya 
mengenai analisis fiqih siyasah terhadap mekanisme pengawasan hakim 
oleh Komisi Yudisial di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sehingga dapat 
menambah kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga peradilan 
dan dapat memotivadi masyarakat untuk mempercayakan penyelesaian 
masalahnya pada lembaga peradilan.  
 
G. Definisi Operasional 
Untuk memahami suatu judul peneltian, maka perlu di uraikan penertian 
setiap variabel secara terperinci dan bersifat operasiona,, adapun variabel yang 
pertama, sistem pengawwasan oleh badan Pengawasan Komisi Yudisial 
Republik Indonesia, kedua tinjauan fiqih siyasah, adapun penjelasanya sebagai 
berikut: 
1. Fiqih Siya@sah menurut terdiri atas : a) Dusturiyah, b) Maliyah, c) Dawliyah. 
Dalam penelitian ini yang akan di teliti menjadi subyek hukum adalah Fiqih 
Siyasah Dusturiyah.  
2. Fungsi pengawasan Komisi Yudisial disini dalam wewenang Komisi 
Yudisial yang meliputi : a) Pengangkatan Hakim Agung. b) menjaga, 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. 
H. Metode Penelitian 


































1. Jenis Penelitian 
Jenis peneitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif. Artinya, data dikumpulkan melalui penggalian data 
yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan studi literer. Sehingga 
yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk 
menggambarkan realita empiris dibalik fenomena secara mencdalam dan 
rinci. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian 
ini adalah dengan menggabungkan antara realita empiris dengan teori yang 
berlaku yang menggunakan metode deskriptif.8 
2. Karakteristik Objek Penelitian 
Adapun karakteristik dari objek penelitian yang dilakukan oleh penulis 
yang mana objek penelitiannya adalah pengadilan tipikor surabaya. Jika 
diketahui bahwa pengadilan tipikor adalah pengadilan yang bersifat khusus 
untuk kasus tindak pidana korupsi, membuat penulis merasa perlu 
dilakukan penelitian karena karakternya yang menjadi peradilan tingkat 
pertama disurabaya 
3. Sumber Data 
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat 
penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi dua yaitu: 
sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder 
a. Sumber Primer 
 
8 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: 
Prenada Media Group, 2016). 152. 


































Sumber primer adalah sumber data atau informasi yang diperoleh 
melalui pertanyya tertulis dengan menggunakan informasi dari sumber 
pertama yang disebut dengan responden.9 Dalam penelitian ini adalah 
berupa hasil interview dengan koordinator Komisi Yudisial Penhubung 
Wilayah Jawa Timur.  
b. Sumber sekunder  
Data sekunder adalah data dari literatur atau buku-buku yang 
berhubungan dengan penelitian ini yaitu buku-buku mengenai Fiqh Siya>sah.  
 
4. Teknik pengumpulan data 
a. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yan 
digunakan dala metodologi penelitian sosial. Berupa pengamatan, 
pencatatan serta mempelajari berkas-berkas pengadilan tipikor 
surabaya terkait sitem pengawasan hakimnya. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud memperoleh 
keterangan. Percakapan itu dilakukan oleh pihak pewawancara (yang 
mengajukan pertanyaan) serta yang diwawancarai (yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan) tersebut.10 Dalam penelitian ini penulis 
 
9 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2006), 16. 
10 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-format Kuantitatif dan 
Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran, 
(Jakarta: Kencana, 2013), 130 


































mengadakan wawancara pembicaraan formal dengan pengurus Komisi 
Yudisial penhubung Jawa Timur. 
5. Teknik pengolahan data 
a. Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut 
Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh berdasarkan aspek 
kelengkapan bacaan, kejelasan makna, data satu dengan data yan 
lainnya dan kesergaman dalam klasifikasi. 
b. Organizing, yaitu menyusun data yang diperoleh dengan sistematika 
untuk memaparkan apa yang dapat direncanakan sebelumnya. 
c. Analizing, yaitu tahapan menganalisis sejumlah data yang masih 
mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan, penguraian 
suatu pokok atas berbagai penelaah untuk memperoleh pengertian yang 
tepat dan pemahaman. 
6. Teknik Analisis Data 
Dalam skripsi yang ditulis ini, penulis meggunakan penelitian deskriptif. 
Dimana penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang 
tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara 
sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 
fenomena yang diselidiki. 
 
 
I. Sistematika Pembahasan 


































       Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini 
dan agar dapat dipahami permasalahanyan secara sistematis, penulis akan 
mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika 
pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan 
sebagaimana berikut. 
       Bab pertama : bab ini merupakan uraian pendahuluan yang berisi 
gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami 
pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar skripsi, untuk apa dan 
mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada bab pertama ini pada 
dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
       Bab kedua : bab ini menjelaskan kajian landasan teori mengenai wilayah 
al-hisbah dalam fikih siyasah Dusturiyah yang terdiri dari pengertian wilayah 
hisbah, peradilan pada masa nabi, sejarah singkat al-hisbah, tugas dan 
wewenang al-hisbah, kriteria muhtasib, pengawasan paling tinggi. 
Bab ketiga : bab ini menguraikan tentang data hasil penelitian yang terdiri 
dari mekanisme pengawasan hakim oleh badan pengawas komisi yudisial dan 
pengawasan hakim di pengadilan tipikor Surabaya. 
Bab keempat : bab ini memuat dialog antara bab dua dan bab tiga yang 
berisi analisis fikih siyasah terhadap mekanisme pengawasan hakim oleh  


































badan pengawas komisi yudisial Republik Indonesia dan mekanisme 
pengawasan hakim di pengadilan tipikor. 
Bab kelima : penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi 
kesimpulan dari berbagai uraian yang telah di bahas dalam keseluruhan 
penelitian di atas yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas 
permasalahan yang ada dalam skripsi ini serta saran-saran yang berkaitan 
















































SIYA@SAH DUSTURISYAH  DALAM FIQH SIYA<SAH 
A. Pengertian Fiqh Siya>sah 
Fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah 
yang dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. 
Secara etismologis, (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau 
paham dari ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap 
maksud-maksud perkataan dan perbuatan. 
Secara menurut bahasa fikih adalah pengertian atau pemahaman dan 
pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.11 fiqh berarti paham 
yang mendalam, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin, Imam al-Tarmudzi 
menyebutkan bahwasannya‚ fiqh tentang sesuatu itu berarti mengetahui 
batinnya sampai kepada kedalamannya.12 
Menurut istilah fiqh :  
ةَّيِلْيِصْف َتلا اَه َتَّل ََدا ْنِم َِةطِبْن َت
ً
لما ِةَّيِلَمَعلا ِةَّيِعْرَّشلا ِماَكْحَلاِْبِ ُمْلِعلا 
“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syar’iat yang bersifat 
amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).13 
Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama 
Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid 
 
11 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siya>sah (Yogyakarta: Ombak, 2014), 23-24. 
12 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Islam (Padang: Angkasa Raya, 1990), 15. 
13 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2007), 3. 


































dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain adalah ilmu yang 
mempelajari hukum agama Islam.14 
Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ (Hukum 
Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan 
syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil tafshil (terinci, 
yakni dalil-dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, 
Alqur’an dan Sunnah). Jadi, fikih menurut istilah adalah adalah pengetahuan 
mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah 
yang disusun oleh mujtahid  dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata 
lain, fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Karena 
fikih merupakan ijtihad dari para ulama’ maka ia bukan lagi sebagai pokok 
atau dasar. yaitu dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan 
dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan 
sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Sedangkan syariat, yang dasar 
atau pokok sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti. 
Menurut bahasa kata siya>sah memiliki arti mengatur. Secara etimologis, 
kata siya>sah merupakan bentuk masdar dari sa>sa yasusu yang artinya 





14 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), 2. 
 


































Kata siya>sah berasal dari kata sa>sa. Secara terminologi, adalah sebagai 
berikut:15 
1.   Lisan al-arab, siyas>ah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan 
cara membawa kemaslahatan.  
2.   Al-munjid disebutkan bahwa siya>sah adalah mengatur atau memimpin 
sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan manusia dengan 
membimbing mereka ke dalam jalan yang  menyelamatkan. 
3.   Ibn Qayim yang menukilnya dari Ibn Aqil menyatakan siya>sah adalah 
suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan 
terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah 
tidak mewahyukannya. 
4.   Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan siya>sah adalah pengurusan 
kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara’. 
Dalam pengertian lain, kata siyāsah dapat juga dimaknai sebagai 
“politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata siyāsah dapat dilihat 
dari sisi makna terminologisnya dan di sini dapat terdapat perbedaan pendapat 
dikalangan ahli hukum Islam, antara lain:  
1.   Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari Mesir, menurut beliau siya>sah berarti 
mengatur segala sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.  
 
15 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..., 25-26. 


































2.   Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan siya>sah sebagai undang-undang 
yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta 
mengatur berbagai hal. 
3.   Abdurrahman yang mengartikan siya>sah sebagai hukum dan peradilan, 
lembaga adminitrasi dan hubungan luar dengan negara lain.  
Dengan demikian dapat simpulkan bahwa fikih siya>sah adalah suatu 
konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa 
dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah 
kemudharatan.16 
 
B. Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah  
Fiqh siya>sah merupakan bagian dari ilmu fiqh. Bahasan ilmu fiqh 
mencakup individu, masyarakat dan negara yang meliputi bidang-bidang 
ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatanm kekayaan, warisan, kriminal, 
peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hubungan internasional, perang, 
damai dan traktat. fiqh siya>sah mengkhususkan diri pada bidang muamalah 
dengan spesialis segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan 
pemerintahan.17 
Dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siya>sah, menurut Imam 
Al-Mawardi dalam kitab fiqh siya>sahnya yang berjudul al-ah{kam al- 
 
16 Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 7.  
17 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6. 


































s{ult{ani>yah.18 Beliau membagi ruang lingkup fiqh siya>sah kedalam lima bagian 
antara lain:19 
1.   Siya>sah dustu>ri>yah (Siya>sah perundang-undangan) 
2.   Siya>sah ma>li>yah (siya>sah keuangan) 
3.   Siya>sah qad{a>iyah (siya>sah peradilan) 
4.   Siya>sah h{arbi>yah (siya>sah peperangan)\ 
5.   Siya>sah idari>yah (siya>sah adminitrasi) 
Pembagian ruang lingkup fiqh siya>sah dapat dikelompokkan menjadi 3 
bagian pokok yaitu:20 
1.   Politik perundang-undangan (al-siya>sah al-dustu>ri>yah), bagian ini 
meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasri>’i>yah) oleh lembaga 
legislatif, peradilan (qad{a>’i>yah) oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi 
pemerintahan (idari>yah) oleh birokrasi atau eksekutif. 
2.   Politik luar negeri (al-siya>sah al-khari>ji>yah), bagian ini mencakup 
hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga non 
muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata 
Internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan 
negara non muslim disebut dengan hubungan Internasional. 
3.   Politik keuangan dan moneter (al-siya>sah al-ma>li>yah), permasalahan 
yang termasuk dalam siya>sah ma>li>yah ini adalah sumber-sumber 
 
18 Al-Mawardi, al-ah{kam as-S{ult{anni>yah wa al-Wila>yah ad-Di>ni>yyah (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2. 
19 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 
1990),2-3. 
20 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 13-14. 


































keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan 
Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan. 
 
 
C. Pengertian Fiqh Siya>sah Dustu>riyah 
Siya>sah dustu>ri>yah adalah bagian fiqh siya>sah yang membahas masalah 
perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-
konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya 
perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara 
merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan 
pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi 
pelaksana perundang-undangan tersebut.21 
Selain itu, juga membahas konsep negara hukum dalam siya@sah 
syar’i>yah, tugas-tugas dan tujuan dalam fiqh siya@sah dan hubungan timbal 
balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang 
wajib dilindungi. 
Dalam buku sylabbus fakultas syar’i>yah disebutkan ada 4 bidang fiqh 
siya@sah salah satunya fiqh siya>sah dustu>ri>yah yang mencakup persoalan dan 
ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak dan 
 
21 Ibid., 153. 


































kewajibannya, rakyat dan status hak-haknya bay’at, waliyul ‘ahdi, 
perwakilan, ‘ahlul h{alli wa al-‘aqdi dan wiz{a>rah.22 
Di dalam kurikulum fakultas syari’ah digunakan istilah fiqh dustu>ri. 
Yang dimaksud dengan fiqh dustu>ri adalah: 
 اَه  ِمَظَنَو اَهِنِْيناَو َق اَه ْ يَلَع ُّلِدَت اَمَك ِ ةَلْوَد َِةَيا فِ ِمْكُحِْلل ِةَّيِساَسَلاا ٌدَِعاوَقلا ٍىروُتْسُّدلااَاِتَِداَعَو   
“Dust{u@r adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun 
seperti terbukti di dalam perundangan-undangannya, peraturan-
peraturannya, dan adat-adatnya”. 
Permasalahan di dalam fiqh siya>sah dustu>ri>yah adalah hubungan antara 
pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh 
siya>sah dustu>ri>yah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 
perundang-undangan yang dianut oleh Hal ihwal kenegaraan dari segi 
persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 
kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. 
Dalam beberapa istilah tersebut, maka dustu>ri adalah konstitusi atau 
perundang-undangan negara. Hal ini perlu ada dalam sebuah negara sebagai 
pengaturan hidup dan pedoman berbangsa dan bernegara yang berisi tujuan 
dari negara tersebut. 
Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber fiqh dustu@ri 
yaitu:23 
 
22 Suyuti Pulungan, Fiqh Siya>sah..., 44. 
23 A. Djazuli, Edisi Revisi Fiqh Siya>sah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 
Syariah..., 53-54. 


































1.   Al-Qur’an al-Karim, ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan 
bermasyarakatan, dalil-dalil kulli@ dan semangat ajaran Al-Qur’an. 
2.   Hadis, hadis yang berhubungan dengan ima>mah, dan kebijaksanaan-
kebijaksanaan rasulullah saw, didalam menerapkan hukum di negeri Arab. 
Dalam hal ini dilihat lagi semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis 
ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari 
ilmu dan teknologi sesuai kaidah: 
 ِتاَيِنْلاو ِدَِعاوَعْلاو ِلاَوْحَْلااو ِةَنِكْم َلاْاو ِةَنَم ْزَْلاا ُِّيَْغ َِتب ُم اَكْحَْلاا ُ ِيَْغ َت.  
“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat 
istiadat dan niat.” 
 
3.   Kebijakan-kebijakan khulafa>’ur rashidi>n di dalam mengendalikan 
pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama 
yakni untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip:  
 ىَلَع ِماَم ِْلاا ُف رَصَت.ِةَحِلْصَ
لمِبِ ٌطْو ُنَم ِةَيِعاَّرلا  
“Kebijaksanaan Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan 
rakyat.” 
 
4.   Ijtihad para ulama seperti al-maqa>s{id al-sittah (6 tujuan hukum Islam) 
yaitu h{i>fdh al-di>n (memelihara agama), h{i>fdh al-nafs (memelihara jiwa), 
h{ifdh al-‘aqal (memelihara akal), h{ifdh al-ma>l (memelihara harta), h{ifdh 
al-nasl (memelihara keturunan), h{i>fdh al-umma>h (memelihara umat). 
5.   Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip Al-Qur’an dan Hadits. 
 
D. Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah Dustu>riyah  


































Fiqh siya>sah dustu>ri>yah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas 
dan kompleks. Persoalan fiqh siya>sah dustu>ri>yah tidak dapat dilepas dari dua 
hal pokok: Pertama, dalil-dalil kulli>, baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadis, 
maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, 
yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil 
kulli> tersebut menjadi unsur dinamis di dalam mengubah masyarakat. Kedua, 
aturan tersebut dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk 
di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. 
Fiqh siya>sah dustu>ri>yah ini dapat dibagi kepada:24 
1.   Bidang siya>sah tasri>’i>yah, termasuk didalamnya termasuk persoalan 
ahlul h{alli wa al-‘aqdi, perwakilan persolan rakyat, hubungan muslim dan 
non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-
undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. 
2.   Bidang siya>sah tanfi>di>yah, termasuk di dalamnya persoalan ima>mah, 
persoalan bay’at, wiz{a>rah, waliyul ‘ahdi, dan lain-lain. 
3.   Bidang siya>sah qad{ai>’i>yah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
peradilan. 
4.   Bidang siya>sah idari>yah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
adminitratif kepegawaian. 
Suyuthi pulungan menuliskan bahwasannya objek kajian fiqh siya>sah 
adalah mengkhusukan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala 
ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sedangkan 
 
24 Djazuli, Fiqh Siya>sah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 48. 


































objek kajian siya>sah dustu>ri>yah adalah membuat peraturan dan perundang-
undangan yang dibutuhkan gunanya untuk mengatur negara sesuai dengan 
pokok-pokok ajaran agama.  
 
 
Hal ini juga diperkuat dalam firman Allah dalam Al-Qur’an yakni surah 







































ٱَو ِ َّللَِّٱب َنوُنِمُۡؤت ۡمُتنُك ِنإ ِلوُسَّرلٱَو ِ َّللَّٱ 
َ









أَو ٞۡيرَخ َِكلَٰ َذ 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya”. (QS: An-Nisa’/4: 58-59). 
 
Berdasarkan kedua ayat di atas dijelaskan bahwasannya seseorang yang 
memegang kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah maka wajib ditaati oleh 
rakyatnya apabila pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan 
tersebut harus mengacu dan tidak menyeleweng dari apa yang telah ditetapkan 
Allah dan Sunnah. 
 
25 Q.S Surat An-Nisa ayat 58-59. 



































E. Teori Fiqh Siya>sah Dustu>riyah 
Siya>sah dustu>ri>yah merupakan bagian dari fiqh siya@sah yang membahas 
masalah perundang-undangan negara. Lebih spesifik lingkup pembahasannya 
mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, dan 
pengaturan aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai 
pembagian kekuasaan untuk kemaslahatan bersama.  
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu ada yang disebut 
dengan istilah lembaga perwakilan yang bertugas mewakili masyarakat dalam 
menyalurkan aspirasi kepada pemerintah. Dalam Islam, lembaga perwakilan 
dibagi menjadi 3 yakni ima@mah, wiza>rah, dan ahlul h{alli wa al-‘aqdi: 
1.  Ima>mah 
Dalam wacana fiqh siya@sah, kata imamah biasanya diidentikan 
dengan khilafah. Hanya saja, terdapat perbedaan aliran besar dalam hal 
keduanya. Ima>mah lebih sering digunakan dikalangan Syi’ah, sedangkan 
istilah khilafah lebih banyak digunakan dikalangan masyarakat Sunni.26 
Kata-Kata imam didalam Al-Qur’an, baik dalam bentuk mufrad/ 
tunggal maupun dalam bentuk jama’ yang di idhofahkan tidak kurang dari 
12 kali disebutkan. Pada umumnya, kata-kata imam menunjukkan 
bimbingan kepada kebaikan.27 
 
26 A. Djazuli, Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 
Syariah..., 47. 
27 Ibid., 54. 


































Sebutan gelar yang paralel dengan khilafah, dalam sejarah 
pemerintahan Islam, adalah imam. Kata imam turunan dari kata amma 
yang berarti “menjadi ikutan”. Kata imam berarti “pemimpin, atau contoh 
yang harus diikuti, dan atau mendahului, memimpin. 
Secara istilah, imam adalah “seorang yang memegang jabatan umum 
dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Penyertaan kata imam 
dengan kata khalifah karena disejajarkan dengan kedudukan seorang imam 
shalat jamaah dalam hal kepemimpinan yang harus diikuti.  
Sebagaimana halnya sebutan khalifah, muncul dari fungsinya 
menggantikan kepemimpinan Rasul bagi umat. 28 
2.  Wiz{a>rah 
Kata “wiz{a>rah” terambil dari kata al-wazr, yang berarti al-tsuql atau 
berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas 
kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian 
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya.  
Pada umumnya, ulama’ mengambil dasar-dasar adanya kementerian 
(wiza>rah) dengan dua alasan: 
a. Firman Allah  dalam Al-Qur’an:29 
 َِ َِىرَْزا ِِهب ْدُدْشا ِِ  ِىَِخا َنوُراَه ِِ ِيِلَْها ْنِم ًاْرِيزَو ِلي ْلَعْجاَو 
“Dan jadikanlah untukku seorang wazir dari keluargaku, yaitu 
harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan 
jadikanlah sekutu dalam urusanku.” (Q.S At-Thaha: 29-31). 
 
 
28   Suyuti Pulungan, Fikih Siya>sah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran..., 63. 
29   QS. At-Thaha ayat 29-31. 


































Berdasarkan mafhum aula, maka apabila wazir itu diperbolehkan 
dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih-lebih diperbolehkan 
adanya wazir  didalam ima>mah. 
b.  Karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu imam tidak mungkin sanggup 
melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengatur umat tanpa adanya naib 
(wazi>r). Dengan adanya wazi>r didalam mengurus umat, akan lebih baik 
pelaksanaannnya dan tehindar dari kekeliruan serta kesalahan. 
Al-Mawardi menjelaskan arti wiz{a>rah dari segi bahasa, yaitu:30 
a. Wiz{a>rah diambil dari kata al-wizru, yang artinya bebanan karena 
wazi>r memikul beban kepala negara. 
b. diambil dari kata al-waz{ar, yang artinya tempat kembali/lari, karena 
kepala negara selalu mengambil kembali kepada pemikiran atau 
pendapat dan pertolongan wazi>rnya. 
c. diambil dari kata al-azru, yang artinya punggung karena kepala 
negara dikuatkan didukung oleh wazi>rnya, sebagaimana badan 
dikuatkan oleh tulang punggungnya. 
Ada dua macam wazi>r, yaitu wazi>r tafwi>dh dan wazi>r tanfi>dh. 
Adapun perbedaan antara wazi>r tafwi>dh dan wazi>r tanfi>dh adalah : 
a. Wazi>r tafwi>dh boleh ikut campur dalam peradilan, wazi>r tanfidh 
tidak boleh. 
b. Wazi>r tafwi>dh boleh mengangkat gubernur dan pejabat-pejabat 
tinggi negara, sedangkan wazi>r tanfidh tidak boleh. 
 
30 Suyuti Pulungan, Fikih Siya>sah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran..., 64-65. 


































c. Wazi>r tafwi>dh dapat menjadi panglima tertinggi dan mengumumkan 
perang, wazi>r tanfidh tidak boleh. 
d. Wazi>r tafwi>dh mempunyai wewenang untuk menguasai harta negara 
dan mengeluarkannya dari baitulmal, wazi>r tanfi>dh tidak mempunyai 
wewenang seperti itu.31 
Dari tugas tersebut, mengakibatkan perbedaan juga terhadap syarat 
wazi>r tafwi>dh dan wazi>r tanfidh. Selain itu perlu ada pembedaan antar 
tugas dari imam dan wazi>r tafwi>dh: 
a. Imam dapat menunjuk penggantinya, seperti kasus umar oleh abu 
bakar, wazi>r tafwi>dh tidak dapat melakukan hal seperti itu. 
b. Imam dapat meletakkan jabatan dengan langsung kepada rakyatnya, 
wazi>r tafwi>dh tidak dapat. 
c. Imam dapat memecat orang-orang yang diangkat oleh wazi>r tafwi>dh, 
dan wazi>r tafwi>dh  tidal dapat memecat orang-orang yang diangkat 
oleh imam. 
Oleh karena itu, persyaratan wazi>r tafwi>dh sama dengan persyaratan 
imam diserai dengan tugas mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan 




31 A. Djazuli, Edisi Revisi Fiqh Siya>sah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 
Syariah..., 77. 
32 Ibid., 78. 









































































FUNGSI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL DI PENGADILAN TINDAK 
PIDANA KORUPSI 
A. Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas 
sebelum terbentuknya Komisi Yudisial. Misalnya, ada wacana pembentukan 
Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan 
Hakim (DKH). 
MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi 
memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai 
saran-saran dan usul-usul yang berkenaan dengan pengakatan, promosi, 
kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang 
diajukan, baik oleh Mahkamah Agung atau Menteri Kehakiman. Sayangnya, 
ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi 
muatan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan 
Pokokkekuasaan Kehakiman. 
Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam 
Undan-Undang nomor 35 tahun 1999 berwenang menggawasi perilaku hakim, 
memberikan rekomendasi menggenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, 
serta menyusun kode etik (code of conduct) nagi para hakim. 
Melalui Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan 


































Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam pasal 
24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud 
dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada 
keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang suram dan 
keadilan di Indonesia yang tidak pernah tegak. 
Komisi Yudisial dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu 
untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang 
lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan 
keberadaan Komisin Yudisia; yang disahkan di jakarta pada tanggal 13 
Agustus 2004. 
Meski pengesahan Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 pada 
Agustus 2004, naum kiprah Komisi Yudisial di ulai sejak terbentuuknya organ 
organisasi pada tanggal 2 Agustus 2005. Ditandai dengan pengucapan sumpah 
ketujuh anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 di adapan Presiden 
Susilo Bambangg Yudhoyono. 
Periode tersebut dipimpin oleh Dr. M. Busyro, S.H., M.Hum, dan 
Wakil Ketua M. Thahir Saimima, S.H., M.Hum. Anggota lain adalah Prof. Dr. 
Mustafa Abdullah (Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi 
Hakim Agung), Zaenal Arifin, S.H. (Koordinator Bidang Pelayanan 
Masyarakat), Soekotjo, S.H., L.LM. (Koordinator Bidang Hubungan Antar 
Lembaga), Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H. (Alm) (Koordinator 
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Irawady Jonoes, 


































S.H (Koordinator Bidang Pengawasan Keluhuran Martabat dan Perilaku 
Hakim) yang tidak menuntaskan hingga masa jabatan berakhir. 
Dalam perjalanannya, lenmbaga yang diberi amanat untuk 
mengusulkan pengankatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain 
dalam rangka menjaa dan menegakkan kehprmatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim ini tidak luput dari peristiwa yang rumit. 
Sebanyak 31 orang hakim agung mengajukan permohonan uji materi 
(judicial review) Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial. Yang akhirnya, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 
005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan 
hakim MK tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi 
perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya. 
Pada Desember 2010 masa jabatan Anggota Komisi Yudisial Periode 
2005-2010 berakhir dan digantikan oleh Anggota Komisi Yudisial Periode 
2010-2015. Ketujuh Anggota Komisi Yudisial Periode 2010-2015 pada 
tanggal 20 Desember 2010 mengucapkan sumpah di hadapan Presiden di 
Istana Negara dan secara resmi menjadi anggota baru Komisi Yudisial. Sehari 
setelahnya, 21 Desember 2010, dilaksanakan proses serah terima jabatan 
Anggota Komisi yudisial periode 2005-2010 kepada anggota Komisi Yudusial 
Periode 2010-2015 di kantor Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisiall 
Periode 2010-2015, yaitu Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H, H. Dr. 
Imam Anshori Saleh S.H., M.Hum, Dr Taufiqurrohman S, S.H., M.H, Dr. 
Suparman Marzuki, S.H., M.Si, Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H, Dr. Jaja Ahmad 


































Jayus, S.H., M.Hum, dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. proses suksesi 
keanggotaan ini dilanjutkan dengan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi 
Yudisial, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial, pada tanggal 30 
Desember 2010. Hasilnya, rof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H, terpilih 
sebagai ketua dan H. Dr. Imam Anshori Saleh S.H., M.Hum sebagai Wakil 
Ketua. 
Usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentan 
Komisi Yudisial mulai membuahkan hasil denggan adanya Undang-Undang 
Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undangg Nomor 22 
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 9 November 
2011. Kelahiran Undang-Undang ini menandai kebangkita Komisi Yudisial. 
Selain itu, amunisi lain yang menguatkan kewenangan Komisi 
Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan 
kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peeradilan Umum; 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas 
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, dan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut 
memberika berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, antara 
lain : melakukan seleksi pengangkatan hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, 
melakukan upaya penignkatan kapastias dan kesejahteraan hakim, melakukan 
langkah-langkah lain dan langkah hukum untuk menjaga kehormatan, 


































keluhuran martabat, seerta perilaku hakim, meelakukan penyadapan yang itu 
dilakukan dengan aparat penegak hukum, dan pemanggilan terhadap saksi. 
Disahkannya Undang-Undang tersebut merupakan bentuk konkrit dari 
upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi yudisial sebagai lembaga 
negara independen yang menjalankan fungsi checks and balances di bidang 
kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang 
merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 
Dalam perjalanan melaksanakan wewenang dan tugas tersebut, Komisi 
Yudisial mendapatkan banyak dukungan dari kalangan luar seperti para 
advokat/pengacara dan elemen masyarakat. 
Berdasarkan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nommor 18 Tahun 2011 
tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitun sejak 
berakhirnya seleksi, komisi Yudisial wajin untuk menetapkan dan mengajukan 
3 calon Hakim Agun kepada DPR untuk disampaikan kepada Presiden. 
Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Yudsisial Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Tata cara Pemilihan Pimpinan Komisi yudisial, masa 
jabatan Ketua dan Wakil ketua Komisi yudisial dijalankan selama 22 tahun 6 
bulan dan dapat dipilih kembali untuk 2 tahun 6 bulan berikutnya. Prof. Dr. 
H. Eman Suparman, S.H., M.H dan H. Imam Ansori Saleh, S.H., M.Hum. 
mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komisi 


































Yudisial periode 2010 - Juni 2013 pada 30 Juni 2013. Keduanya telah mempin 
Komisi yudisial selama 2,5 tahun sejak terpilih pada 30 Desember 2010 lalu. 
Setelah diadakan pemilihan kembali secara terbuka dan demokratis 
untuk menentukan Ketua dan Wakil ketua  Komisi  Yudisial periode Juli 
2013 – Desember 2015, terpilihlah Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, sebagai 
Ketua dan Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua Komisi 
Yudisial. Setelah 2 Tahun 6 Bulan melaksanakan tugas, pimpinan dan 
Anggota KY Periode 2010-2015 ini mengakhiri mas tugasnya pada 18 
Desember 2015. 
Lima Anggota Komisi Yudisial Periode 2015 – 2020, yaitu Drs. H. 
Maradaman Harahap, S.H., M.H., Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum., Dr. Joko 
Sasmito, S.H., M.H., Sukma Violetta, S.H., LL.M., dan Dr. Farid Wajdi, S.H., 
M.Hum. mengucapkan sumpah terlebih dahulu dihadapan Presiden Joko 
Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 18 Desember 2015. Kemudian 
menyusul dua Anggota KY lainnya, yaitu Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., 
M.Hum dan Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum mengucap sumpah ndi 
hadapan Presiden pada 12 Februari 2016. 
Lengkapnya susunan Anggota KY tersebut dilanjutkan dengan 
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KY definitif yang digelar pada Jumat, 26 
Februari 2016, pukul 09.30 WIB di Gedung KY, Jalan Kramat Raya No.57, 
Jakarta Pusat. Hasilnya, Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum terpilih 


































sebagai Ketua Komisi Yudisial dan Sukma Violetta, S.H., LL.M sebagai 
Wakil Ketua Komisi Yudisial Paruh Waktu I Periode 2015-2020.33 
 
B.  Komisi Yudisial Republik Indonesia 
1. Pengertian Komisi Yudisial 
Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang terbentuk 
setelah adanya amandemen UUD 1945. KY bukanlah pelaku kekuasaan 
kehakiman sebagaimana MA MK tetapi tugas dan wewenangnya 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dalam konteks ketataanegaraan 
KY mempunyai peranan sangat penting yaitu :  
a. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan 
Hakim Agung 
b. Melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan 
partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim. 
Keberaddaan KY secara normatif sebagai lembaga negara diatur 
dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 24B UUD 1945. 
Adapun MA diatur dalam Pasal 24A dan MK diatur dalam pasal 24C. 
dengan kontruksi demikian, timbul permasalahan hukum terutama 
berkaitan dengan eksistensi KY dalam sistem ketatanegaraan.hal ini 
 
33 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kiprah 9 Tahun Menjaga Kehormatan Meningkatkan 
Profesionalisme, (Jakarta: Komisi yudisial Republik Indonesia, 2014), 13-21 


































cukup dipahami, karena KY bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman tetapi 
mengapa keberadaannya diatur dalam bab kekuasaan kehakiman ? 
Menanggapi hal ini Sri Sumantri,34 mengatakan KY yang oleh 
MPR ditempatkan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dapat 
dianggap sebagai kecelakaan. Karena memang dalam hal tertentu 
mungkin ada hubunannya dengan MA, akan tetapi dia bukan badan 
Peradilan. Adapun menurut pendapat Philipus M. Hadjon,35 bahwa 
diadopsinya KY dalam UUD 1945 merupakan keputusan yang terburu-
buru, karena hal tersebut dalam menimbulkan permasalahan hukum. 
Kejelasan bangunan hukum KY dalam struktur ketatanegaraan 
terutama dalam kekuasaan kehakiman, dapat dikaji dari ketentuan pasal 
24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Komisi Yudisial bersifat mandiri 
yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan 
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Secara 
operasional ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 ini dijabarkan dalam 
Pasal 13 Undang-Undang nomor 18 tahun 2011  tentang Komisi Yudisial 
(yang selanjutnya disebut UUKY), bahwa salam kedudukannya sebagai 
lembaga negara KY diberi kewenangan antara lain: 
 
34 Sri Sumantri M, “lembaga Negara dan State Auxilary Bodies dalam sistem ketatanegaraan 
menurut UUD 1945”, dalam Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Dinamika 
Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, Airlangga University Pres, 
Surabaya, hlm. 203 
35 Peryataan lisan Philipus M. Hadjon, pada dialog interaktif dalam seminar Good Governance 
and Good Evironmental Govvernance di FH Unair Surabaya pada Kamis 28 Februari 2008 


































a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di 
Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan  
b. Menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta 
perilaku hakim. 
c. Menetapkan kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-
sama dengan Mahkamah Agung 
d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman 
perilaku Hakim 
Berdasarkan ketentuan tersebut, KY setidaknya memiliki dua 
wewenang utama, yaitu: (1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung 
dan (2) wewenang lain dala m rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dari wewenang 
pertama, kita dapat mengatakan bahwa KY adalah sebuah lembaga negara 
yang mempunyai wewenang melayani. Dengan demikian, KY adalah 
sebuah lembaga negara yang memberi pelayanan (auxiliary body). Akan 
tetapi, apabila kita perhatikan wewenang yangg ke dua, maka KY 
bukanlah auxiliary body. Artinya, KY adalah lembaga negara utama. 
Dengan demikian, dalam diri KY terdapat dua sifat lembaga negara.36 
Rumusan pasal 24B UUD 1945 pasca-amandemen Juncto pasal 
13 Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 
tersebut di atas secara subtansial dinilai masih melemahkan posisi KY, 
dan tidak sesuai denan gagasan awal pembentukan KY. 
 
36 Sri Sumantri M., Op. Cit., hlm. 203-204. 


































Keberadaan KY secara lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 
24B UUD 1945 adalah: 
Ayat (1) : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai 
wwewenang lain dalam rangka mennjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhurn martabat, serta perilaku hakim. 
Ayat (2) : Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela. 
Ayat (3) : Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden dengan persetujuan DPR. 
Ayat (4) : susunan, kedudukann, dan keanggotaan Komisi Yudisial di 
atur dengan UU. 
2. Susunan keanggotaan 
Komisi Yudisial adalah dewan yang terdiri atas seorang ketua, 
seorang wakil ketua yang merangkap anggota dan tujuh orang anggota. 
Keanggotaan terdiri atas unsur mantan hakim, praktisi hukum, akademisi 
dan anggota masyarakat. Ketua dan wakil dipilih dari dan oleh anggota 
Komisi Yudisial. 
Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan 
persetujuan DPR, untuk masa jabatan lima tahun dan setelahnya dapat 
dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Untuk setiap lowongan 
keanggotaan KY, oleh DPR diusulkan tiga orang. 


































Untuk menjadi anggota KY harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut :  
a. Warga negara Indonesia  
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yan Maha Esa 
c. Setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 
1945 
d. Berusia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 68 tahun pada saat 
proses pemilihan 
e. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yangg relevan dan/atau 
mempunyai pengalaman dibidan hukum palin singkat 15 tahun 
f. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia  
g. Memiliki integritas dan perbuatan yang tidak tercela 
h. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani 
i. Tidak pernah dijatuuhi pidana karena melakukaj tindak pidana 
kejahatan 




3. Visi Misi Komisi Yudisial 
 
37 Pasal 26 UU No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial  


































Visi Komisi Yudisial adalah “Terwujudnya Komisi Yudisial yang 
bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam 
mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional”. 
Adapun misi Komisi Yudisial adalah: 
a. Menyiapkan dan merekrut calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di 
Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional 
b. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim 
secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel 
c. Menegakkn kode etik dan pedoman perilaku hakim secara adil, 
objektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel 
d. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim 
e. Meningkatkan kapasitas kelembgaan Komisi Yudisial menjadi 
embaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan 
kompeten.38 
4. Kedudukan dan Fungsi 
Kedudukan Komisi Yudisial Republik Indonesia merupakan 
lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksaan wewenangnya 
bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.39 
Sesuai dengan peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2012 
Tentang Pembentukan, Susunan, dn Tata Kerja Penghubung Komisi 
Yudisial di Daerah pada pasal (3) menyebutkan bahwa : 
 
38 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kiprah 9 tahun Menjaga Kehormatan Meningkatkan 
Profesionalisme, vii. 
39 Ibid., 25. 


































a. Penghubung Komisi Yudisial mempunyai hubungan hierarkis dengan 
Komisi Yudisial dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi 
Yudisial melalui ekretaris Jendral 
b. Penghubung Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukotaprovinsi yang 
wilayah kerjanya berada dalam lingkukp provinsi atau daerah hukum 
Pengadilan Tinggi. 
Fungsi penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur Sesuai Peraturan 
Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 Tentangg Pembentukan, Susunan, 
dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah pasal (3) ayat 3, 
“Penghubung Komisi Yudisial  berfungsi membantu pelaksanaan tugas 
Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”40  
C. Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur 
1. Sejarah Komisi Yudisial penhubung Jawa Timur 
Komisi yudisial penghubung Wilayah jawa Timur terletak di Jalan 
Ngagel Jaya Tengah III/8 Kellurahan Pucangg Sewu, Kecamatan 
Gubengg, Surabaya. Dengan Struktur sebagai berikut: Dizar Al-Farizi 
sebagai koordinator dan tiga asisten koordinator yaitu: Ragil Kusnaning 
Rini, dan Ali Sakdudin. 
Pembentukan Penghubungg Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur 
berdasarkan rapat pleno pimpinan Komisi Yudisial Republik Indonesia 
 
40 Ali Sakduddin, Staf Koordinator Penghubung Wilayah Jawa Timur, Wawancara, Surabaya 24 
Juni 2019 pukul 10.00. 


































yang dilaksankan pada tangggal 21 Juni 2013 dengan dikeluarkannya 
Keputusan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia yang menyebutkan 
bahwa untuk mndukung tugas-tugas Komisi Yudisial di daerah perlu 
segera dibentuk Penghubung Komisi Yudisial di 6 (enam) wilayah 
yaitu:41 
a. Wilayah Sumatera Utara, lokasi kantor Penghubung di kota Medan. 
b. Wilayah Jawa Tengah, Lokasi kantor Penghubung di Kota Semarang. 
c. Wilayah jawa Timur, Lokasi kantor penghubung di kota Surabaya. 
d. Wilayah nusa tenggara barat, lokasi kantor Penghubung di kota 
Mataram. 
e.  Wilayah Kalimantan Timur, lokasi kantor penghubung di kota 
Samarinda. 
f. Wilayah Sulawesi Selatan, lokasi kantor pnghubung di kota 
Makassar. 
Pada Oktober tahun 2014, Komisi Yudisial kembali melakukan 
pelantikan petugas penghubung di empat kota besar yaitu: 
a. Wilayah Sumatera Selatan, lokasi kantor penghubung di kota 
Palembang. 
b. Wilayah Sulawesi Utara, lokasi penghubung di kota Manado. 
c. Wilayah Riau, lokasi penghubung di kota Pekanbaru, dan 
d. Tusa Tenggara Timur, lokasi kantor penghubung di kota Kupang. 
 
41 http://www.jateng.penghubungkyri.com/hal-tujuan-penghubung-kyri.html diakses pada tanggal 
16 mei 2019 pukul 20.30. 


































Selain itu terdapat Komisi yudisial penghubung Wilayah Maluku, 
dan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Kalimantan Barat. 
Sebelum membentuk Penghubung di wilayah Jawa Tengah, Komisi 
Yudisial melakukan prakondisi dengan mengadakan dialog workshop 
serta sosialisasi dengan stakeholder dan jejaring KY di wilayayh tersebut 
untuk rencana pembentukan Penghubung dan mengajak para peserta 
untuk mengirim kader terbaiknya untuk mngikuti seleksi menjadi petugas 
penghubung Komisi Yudisial di wilayayh Jawa Tengah. Selanjutnya pada 
bulan September 2013 Komisi Yudisial melakukan rekruitmen terhadap 
calon petugas pengghubung wilayah Jawa Tengah dan 5 (lima) wilayah 
lainnya secara serentak. 
Berdasarkan hasil rapat pleno pimpinan Komisi Yudisial yang 
diadakan pada tanggal 21 Juni 2013 maka dari itu, terbentuklah 
penghubung Komisi Yudisial Jawa Timut pada tanggal 17 September 
2013 yang bertempat di kota Surabaya, dengan 4 (empat) anggota yaitu: 
1. Dizar AL Farizi, sebagai Koordinator 
2. Ali Sakdudin 
3. Ubed Bagus Razali 
4. Ragil Kusnaning 
Tujuan terbentuknya penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa 
Timur yaitu:42 
 
42Ali Sakduddin, Wawancara, Surabaya, 26 Juni 2019, pukul 10.00 


































a. Penghubung Komisi yudisial beertujuan untuk memberikan 
kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan atas 
pelanggaran KEPPH, meningkatkan efektifitas pemantauan 
persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim 
(Pasal 2 ayat 2). 
b. Pembentukan Penghubun Komisi Yudisial ditetapkan dengan 
keputusan Komisi Yudisial setelah mendapat persetujuan rapat pelno 
anggota Komisi Yudisial (Pasal 2 ayat 3). 
c. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial dilakukan berdasarkan 
pertimbangan yang memperhatikan kebutuhan akan penanganan 
laporan masyarakat, kompleksitas perkara di pengadilan, 
ketersedianaan sumber daya dan jejaring di daerah, efektifitas dan 
eksistensi kerja (Pasal 2 ayat 4). 
Sesuai ketentuan, Penghubung Komisi Yudisial dibentuk 
berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomir 18 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial. Pasal tersebut memberikan kewenangan baru bagi 
Komisi Yudisial untuk mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan 
kebutuhan. Ketentuan ini sangat bagus untuk penguatan peran Komisi 
Yudisial dalam mendukung tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, 
khususnya di daerah. 


































Keberadaan penghubung di daerah memiliki posisi strategis 
mengingat Komisi Yudisial hanya berada di ibu kota, sementara tugasnya 
melakukan pengawasan hakim di semua lingkungan peradilan di 
Indonesia yang jumlah hakim sekitar 8000-an orang. 
Keberadaan Penghubung Komisi Yudisial di daerah bertujuan untuk 
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan 
pengaduan terkait pelangggaran kode etik hakim dan pedoman perilaku 
hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial pusat. Selain itu, keberadaan 
penghubung bertujuan untuk menignkatkan efektifitas pamantauan 
persidangan sekaligus untuk membuka akses dalam melaksanakan 
sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran mertabat, serta perliaku hakim.43  
2. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur 
a. Wewenang  
Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Jawa Timur adalah : 
1) Melakukan pencatatan laporan masyarakat 
2) Memeriksa kelengkapan persyaratan laporan masyarakat 
3) Menerima bukti-bukti pendukung yang dapat menguatkan 
laporan 
4) Memberikan informasi perkembanggan laporan kepada pelapor 
 
43 “KY targetkan Penghubung Ada di Setiap Provinsi”, Majalah Komisi Yudisial, (November-
Desember 2014), 36-37  


































5) Memberikan layanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan 
laporan sebelum dilakukan registrasi 
6) Menerima permohonan pemantauan persidangan untuk 
diteruskan kepada Komisi Yudisial 
7) Melakukan pemantauan persidangan berdasarkan koordinasi 
dan/atau perintah dari Komisi Yudisial 
8) Melakukan pendampingan terhadap tim pemantauan dari Komisi 
Yudisial 
9) Melakukan pencatatan analisis tentang pemantauan persidangan 
10) Memberikan informasi tentan situasi dan kondisi pengadilan di 
wilayah kerjanya.44 
b. Tugas  
Tugas Komisi yudisial Penghubung Wilayah jawa Timur yaitu: 
1) Menerima laporan dari masyarakat terkait dengan duaan 
pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk 
diteruskan ke Komisi yudisial. 
2) Melakukan pemantauan pesidangan di wilayah kerjanya. 
3) Melakukan sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim, 
sosialisasi perankelembagaan Komisi yudisial, sosialisasi 
tentang informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta 
 
44Ali Sakduddin, Staf Koordinator Komisi Yudisial Penhubung Wilayah Jawa timur, Wawancara, 
Surabaya, 24 Juni 2019 pukul 10.00 


































sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan 
penyimpangan perilaku hakim. 
4) Melaksanakan tuas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi 
yudisial.45 
c. Kewajiban 
Kewajiban Pegawai Penghubung Komisi Yudisial adalah dalam 
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang yang sudah diatur dalam 
peraturan Komisi yudisial dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7, penghubung 
wajib: 
1) Menjaga kerahasiaan laporan masyarakat dan hasil-hasil 
pemantauan. 
2) Mengikuti/memenuhi tata cara penanganan laporan masyarakat 
dan pemantauan persidangan yangg diatur dalam Peraturan 
Komisi yudisial. 
3) Menyampaikan laporan masyarakat dan hasil pemantauan 
kepada Komisii yudisial secara berkala. 
Penghubung dapat melakukan koordinasi dengan mitra 
kerja/jejaring atau para akademisi (mahasiswa). Dalam hal ini 
penghubung mendapat hambatan dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, Komisi Yudisial dapat mengambil alih tugas dan 
kewenangan tersebut untuk ditindak lanjuti.46 
 
45Ali Sakduddin, Staf Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah jawa Timur, 
Wawancara, Surabaya, 26 Juni 2019pukul 10.00 
46 Ibid.  


































3. Pengawasan Hakim 
Komisi yudisial merupakan lembaga negara yang independen yang 
bercita-cita memperbaiki sistem peradilan Indonesia dan mendukung 
terwujudunya kekuasaan kehakiman yangg mandiri dan bebas dari 
intervensi pihak lain. 
Berdasarkan Pasal 24B (1) UUD 1945, salah satu wewenang Komisi 
yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, serta perilaku 
hakim. Kewenangan tersebut dilaksanakan dengan melalui fungsi 
pengawasan, yangg mana Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga 
pengawas eksternal terhadap perilaku hakim di samping Badan Pengawas 
Mahkamah Agung sebagai pengawas internal. Sebagaimana tertulis 
dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentan 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 
yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial Mempunyai tugas yaitu: 
1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. 
2. Menerima laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan dugaan 
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan 
dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara 
tertutup. 
4. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan 
pedoman perilaku hakim. 


































5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah laim terhadap orang 
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan 
kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 
Untuk mensinergikan pelaksanaan pengawasan eksternal dengan 
pengawasan internal, pada tahun 2012 Komisi yudisial bersama 
Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa peraturan bersama, 
yaitu: peraturan bersama tentang Panduan Pemeriksaan Bersama; dan 
Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata kerja, dan Tata 
Cara Pengambilan Kepputusan Majelis Kehormatan hakim. 
Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Komisi Yudisial 
berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) 
sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung 
Republik Indonesia dan Komisi Yudisia Republik Indonesia Nomor 
047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 8 April 2009, 
di mana Komisi Yudisial berwenang untuk: 
a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau 
informasi tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim. 
b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim. 
c. Komisi Yudisial dapat hadir di Pengadilan. 


































d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan 
badan-bdan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan 
pelangggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 
e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan. 
f. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau 
pengadilan. 
g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang 
diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim untuk 
kepentingan pemeriksaan dan/atau menetapkan keputusan 
berdasarkan hasil pemeriksaan.47  
4. Pelaksanaan Fungsi pengawasan Komisi Yudisial di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi Surabaya 
a. Pelaksanaan fungsi pengawasan 
Permasalahan persidangan yang dipantau oleh Komisi Yudisial 
Penghubung Wilayah Jawa timur terdiri dari Perkatum, Militer, dan 
Tipikor. Mekanisme pengawasan hakim pengadilan tindak pidana 
korupsi sama halnya dengan pengawasan hakim di pengadilan lain. 
Pemantauan persidangan dilakukan oleh Komisi yyudisial 
Penghubung Wilayah Jawa Timur dilakukan berdasarkna dua hal, 
yaitu: laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan 
pelangggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim dan inisiatif 
 
47 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kiprah 9 tahun Menjaga Kehormatan Meningkatkan 
Profesionalisme, 69-70. 


































Komisi yudisial. Inisiatif Komisi Yudisial penghubung Wilayah Jawa 
Timur dalam memantau persidangan itu dilakukan karena beberapa 
indikasi, antaranya: perkara yang menjadi perhatian publik, adanya 
kerugian negara yang cukup besar, perkaranya bernuansa politik, dan 
perkara tersebut itu menyangkut kepentingan orang banyak.48 
Laporan masyarakat yang masuk perlu diteliti, apakah layak 
ditindaklanjuti dengan pemantauan persidangan atau tidak, melalui 
tahapan Rencana Kegiatan Pemantauan (REGIATMA), menjelaskan 
kasus perkara dan alasan kenapa layak dipantau, dan perkaranya 
ramai dibicarakan karena ada indikasi pelanggaran.49 
Dalam pemantauan persidangan, Komisi yudisial Penghubung 
Wilayah Jawa Timur melakukan pemantauan sendiri  atau bersama 
Komisi Yudisial Pusat dalam Kasus tertentu. Namun, dalam kasus 
tindak pidana korupsi. selama ini Komisi Yudisial Penghubung 
Wilayah Jawa Timur melakukan pemantauan sendiri di pengadilan 
tindak pidana korupsi di Juanda. Hasil pemantauan Komisi Yudisial 
Penghubung Wilayah Jawa Timur terhadap Hakim Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi adalah sidang tindak pidana korupsi 
terkadang memakan waktu yang lama bahkan pernah sampai jam 12 
malam, perilaku hakim dalam persidangan yang melanggar kode etik 
misalnya hakim bermain HP, banyaknya orang yang berlalu lalang 
 
48 Ali Sakduddin, Staf koordinator Komisi yudisial Penghubung Wiayah Jawa Timur, Wawancara, 
Surabaya, 26 Juni 2019. 
49 Ibid., 


































dalam persidangan, putusan Tipikor Jawa Timur (Kasus berat 
putusan ringan atau kerugian negara kecil tetapi putusan berat).50 
Dalam pemantauan persidangan tidak ada yang baku tentang 
lamanya pemantauan, jika setelah pemantauan persidangan tidak 
ditemukan pelanggaran maka pemantauan diberhentikan, namum 
jika terjadi pelanggaran sesuai laporan atau dugaan Komisi Yudisial, 
maka pemantauan dilanjutkan dan Komisi Yudisial Penghubung 
Wilayah Jawa Timur selalu membuat rekomendasi hasil dari 
pemantauan untuk dilaporkan ke kantor pusat.51 Dalam pemantauan 
persidangan, jika persidangan terbuka maka pemantauan dilakukan 
dengan terlebih dahulu menyampaikan kepada hakim, namun jika 
persidangan tertutup maka dilakukan tanpa sepengetahuan hakim. 
Tidak semua laporan masyarakat tentang hakim tindak pidana 
korupsi ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah 
Jawa Timur, di antaranya jika kerugian negara akibat tindak pidana 
korupsi kecil dan keputusannya ringan. Misalnya, kasus kerugian 
negara sebesar Rp. 500.000,- yang dilakukan oleh salah satu kepada 
sekolah di Surabaya, sehingga terdakwa mendapat hukuman ringan. 
Menurut Dizar, hal tersebut wajar jika hakim memutus ringan karena 
jumlah kerugian negara lebih ringan dibanding biaya proses 
pengadilannya. yang menjadi masalah dalam tindak pidana korupsi 
 
50 Ibid. 
51 Ali Sakduddin, Staf Koordinator Komisi Yudisial Penghhubung Jawa Timur, Wawancara, 
Surabaya, 26 Juni 2019. 


































selama ini memang, banyak kasus korupsi yang dilaporkan adalah 
kerugian negaranya sedikit.52 
Dalam pelaporan putusan hakim, belum ada indikator yang 
jelas antara teknis yudisial dan perilaku hakim, sehingga agak 
kesulitan dalam melaporkan putusan karena belum ada ketentuan 
yang jelas antara teknis yudisial dan perilaku. Selama berdirinya 
Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, data laporan 
yang masuk adalah sebagai berikut: tahun 2013 sebanyak 4 laporan 
tahun 2014 sebanyak 38 laporan, tahun 2015 sebanyak 43 laporan dan 
januari-september 2016 sebanyak 25 laporan.53 Jika dirata-rata dalam 
sebulan tahun 2016 ada dua sampai tiga laporan yang diterima 
Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur. Latar belakang 
pengaduan beragam. Sebagian besar berkaitan dengan perilaku hakim 
yang dianggap menyimpang. Misalnya, memberikan putusan yang 
tidak adil atau memihak salah satu kubu. Mayoritas laporan berasal 
dari Surabaya, yang mencapai 40% dari total laporan. Dari laporan 
yang masuk, 60% laporan terkait dengan putusan majelis hakim yang 
dianggap tidak tepat dan 40% laporan berkaitan dengan permohonan 
pemantauan persidangan. Beberapa hal yang dilaporkan diantaranya 
adanya sidang tikus atau sidang dilakukan secara sembunyisembunyi, 
 
52 Dizar al-Farisi, Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, Wawancara, 
Surabaya, 26 Juni 2019 
53 Moch Syarfi’i, Petugas Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, Wawancara, 
Surabaya, 28 Juni 2019. 


































sidang tidak dilakukan di ruang sidang melainkan di ruang hakim, ada 
juga laporan terkait dengan etika hakim. 
Selama ini, laporan yang masuk ke Komisi Yudisial 
Penghubung Wilayah Jawa Timur didominasi tentang masalah 
pidana umum, sedangkan tindak pidana korupsi masih jarang, hal itu 
kemungkinan disebabkan karena masalah tindak pidana umum lebih 
menyangkut personal dan tindak pidana korupsi lebih ke komunal 
(lembaga).54 
Selain laporan yang masuk ke Komisi Yudisial Penghubung 
wilayah Jawa Timur, banyak juga masyarakat yang langsung 
melaporkan hakim ke Komisi Yudisial pusat, selama Januari hingga 
Agustus 2016, Komisi Yudisial 10% laporan dari 2222 laporan 
terkait adanya pelanggaran KEPPH, dan 7% diantaranya berkaitan 
dengan tindak pidana korupsi. Laporan yang masuk ke Komisi 
Yudisial Pusat ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Mahkamah Agung 
sebagai pengawas internal untuk berkoordinasi dalam penentuan 
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 
Dalam verifikasi laporan masyarakat, Komisi Yudisial terbagi 
menjadi dua tim, yaitu; tim pertama (Komisi Yudisial Penghubung 
Wilayah Jawa Timur) dan tim kedua (Komisi Yudisial Pusat). Tim 
 
54Ali Sakduddin, Staf Koordinator Komisi yudisial Penghubung Jawa Timur, Wawancara, 
Surabaya, 28 Juni 2019. 


































pertama hanya bertugas mengecek kelengkapan administrasi dan tim 
kedua menindaklanjuti subtansi pelanggaran dan tindak lanjutnya. 
Penghubung Komisi Yudisial di daerah hanya diberikan tugas 
dan Wewenang menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan 
pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta 
melaksanakan pemantauan Persidangan di wilayah kerjanya. 
Penghubung Komisi Yudisial juga bertugas melakukan sosialisasi 
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sosialisasi kelembagaan 
Komisi Yudisial, sosialisasi dalam bentuk kampanye peradilan bersih 
dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim. 
Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur hanya 
bertugas menerima laporan, anotasi, pemeriksaan dan melakukan 
pemantauan persidangan. Adapun pengamatan, pemeriksaan, 
pengusulan sanksi dilakukan oleh Komisi Yudisial Pusat.55 namun, 
untuk memberi laporan ke pusat, Komisi Yudisial Penghubung juga 
melakukan analisis awal atas laporan masyarakat. Tentunya terkait 
verifikasi data awal dari laporan yang disampaikan ke Komisi 
Yudisial. Dalam pemeriksaan pelapor dan terlapor dilakukan di dua 
tempat; untuk pelapor atau saksi di Jawa Timur dilakukan 
pemeriksaan di kantor Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa 
 
55 Ali Sakduddin, Staf Koordinator Komisi Yudisial Pengubung Jawa Timur, Wawancara, 
Surabaya, 2 Juli 2019. 


































Timur, sedangkan pemeriksaan terlapor (hakim) bisa dilakukan di 
dua tempat di kantor Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa 
Timur atau di pengadilan, tergantung situasi dan kondisi.56 
Pemeriksaan pelapor (saksi) dilakukan oleh tenaga ahli Komisi 
Yudisial yang terdiri dari mantan kepolisian, mantan jaksa, dan 
mantan hakim. Sedangkan pemeriksaan terlapor (hakim) dilakukan 
oleh komisioner (pimpinan Komisi Yudisial). 
b. Tata cara penanganan laporan masyarakat  
Sebagai lembaga publik, Komisi Yudisial terus melakukan 
upcaya perbaikan sistem penanganan laporan untuk meningkatkan 
akuntabilitas dalam penanganan laporan.  Salah satunya adalah 
dengan menetapkan Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 4 Tahun 
2013 sa;ah satunya adalah dengan menetapkan Peraturan Komisi 
yudisial RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang tata Cara penanganan 
laporan masyarakat, yang telah di undangkan dalam berita Negara RI 
Tahun 2013 Nomor 330 tertanggal 27 Februari 2013.  
Implementasi dan kewenangan yang diberikan undang-undang 
tersebut adalah dengan menerima penanganan Laporan masyarakat 
penanganan Laporan masyarakat merupakan rangkaian kegiatan 
mulai dari menerima Laporan masyarakat pedalaman Laporan 
masyarakat sidang panel hasil pendalaman Laporan masyarakat 
 
56 Ragil Kusnaning Rini, Staf Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, 
Wawancara, Surabaya, 24 Juni 2019 


































pemeriksaan para pihak dan saksi sidang pleno hasil pemeriksaan dan 
rekomendasi penjatuhan sanksi. 
Masyarakat dapat mengajukan laporan pengaduan secara 
tertulis atau lisan dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Komisi 
Yudisial Republik Indonesia laporan pengaduan dapat diantar 
langsung atau dikirim melalui pos atau pun surat elektronik ke alamat 
Komisi Yudisial laporan tersebut wajib ditandatangani atau diberi 
cap jempol oleh pelapor. 
Laporan paling sedikit memuat identitas pelapor meliputi 
Nama dan alamat surat dan tempat tugas terlapor dan pokok laporan 
tentang dugaan KEPPH. Laporan juga harus dilampiri fotokopi kartu 
identitas pelapor yang masih berlaku surat kuasa khusus dalam hal 
pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang dan bukti 
pendukung yang dapat menguatkan laporan. 
Laporan pengaduan kemudian diperiksa syarat-syarat 
kelengkapannya apabila sudah lengkap maka laporan pengaduan 
dapat diregistrasi Sebaliknya apabila tidak lengkap maka pelapor 
diminta untuk melengkapi laporan pengaduan nya terlebih dahulu. 
  
 



































ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG FUNGSI KOMISI YUDISIAL DI 
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA 
A. Analisis Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Republik Indonesia di 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 
Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas tentang tugas dan 
wewenang tugas Komisi Yudisial di dalam penjelasan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia 
berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Indonesia 
sebagai negara hukum berarti setiap tindakan dan akibatnya yang dilakukan 
oleh semua pihak di negara ini harus didasarkan atas hukum, dan diselesaikan 
menurut hukum sehingga hukum merupakan sarana utama untuk mengatur 
kehidupannya.57 
Untuk memastikan tegaknya hukum dan keadilan maka dibentuklah 
lembaga negara yang berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang 
bersifat mandiri sebagaimana diatur dalam pasal 24 undang-undang dasar 
tahun 1945. Meskipun UUD telah menjamin adanya kekuasaan kehakiman 
yang merdeka tetapi di dalam implementasinya pelaku kekuasaan kehakiman 
seringkali berjalan melenceng dari kewajiban hukumnya untuk menegakkan 
hukum dan keadilan. Kehadiran Komisi Yudisial dengan dua wewenang 
 
57 Tri Cahya Indra purnama, eksistensi dan peran komisi yudisial, (Jakarta: puslitbang hukum dan 
peradilan badan Litbang Diklat kumdil mahkamah agung RI, 2014), 13. 


































utamanya yaitu mengusulkan calon hakim agung dan melakukan 
pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim diharapkan mampu 
mewujudkan peradilan yang merdeka dan tidak memihak serta terbebas dari 
pengaruh kekuasaan lainnya. Dengan adanya wewenang Komisi Yudisial 
melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim diharapkan dapat menjaga 
keluhuran harkat dan martabat profesi hakim sehingga kepercayaan 
masyarakat terhadap dunia peradilan semakin meningkat.58 
Pengadilan adalah pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan 
serta proses pembangunan peradaban bangsa. Hakim sebagai aktor utama 
dalam proses peradilan yang senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan 
Nurani, memelihara integritas kecerdasan moral, dan meningkatkan 
profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. 
Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas perlu 
diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal 
oleh mahkamah agung RI dan Komisi Yudisial RI yang wewenang dan tugas 
pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim 
sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, 
jujur, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat 
dan pencari keadilan. 
Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran 
martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten, 
 
58 Ibid.,15. 


































baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, 
sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. 
Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang 
dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses 
pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-
undangan tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. 
Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat 
menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada 
putusan pengadilan. 
Pengawasan terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi 
penting dilakukan karena : 
1. Kebebasan hakim dalam memutus perkara sangat dijamin oleh 
konstitusi, namun jika keputusan tersebut tidak diawasi secara 
ketat,sangatlah rawan untuk diselewengkan dan dapat menyebabkan 
munculnya tirani peradilan. 
2. Pelanggaran kode etik bagi hakim ibarat bahaya laten yang dapat 
muncul atau dilakukan oleh hakim sewaktu-waktu bahkan tanpa 
disadari oleh hakim yang bersangkutan. 
3. Intervensi bagi hakim dalam memutus perkara sangat kuat baik 
intervensi yang dapat dilihat dari pimpinan, rekan sejawat, dan 
intervensi oleh uang. 


































4. Budaya hukum masyarakat yang sudah bergeser dari yang semula 
mereka datang ke pengadilan untuk mencari keadilan namun saat ini 
yang dicari bukan keadilan melainkan kemenangan. 
5. Keadilan yang substansif haruslah ditempuh dengan cara yang formal 
sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga tidak boleh hakim 
memutus suatu perkara dengan cara mengabaikan aspek formal dari 
keadilan. Disamping hukum acara merupakan jalan untuk memperoleh 
keadilan, hukum acara merupakan ketentuan hukum yang bersifat 
imperatif ketat dan mengikat sehingga tidak dimungkinkan penafsiran 
dari hakim pelanggaran terhadap hukum acara sudahlah pasti merupakan 
pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. 
Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu 
negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan 
undang-undang dapat terwujudnya tujuan hukum, yaitu keadilan dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seluruh kegiatan ini berkenaan 
dengan upaya melaksanakan, memelihara dan mempertahankan hukum 
positif sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai 
pedoman dalam mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan kepentingan manusia baik 
secara perseorangan maupun seluruh masyarakat.59 
 
59 Teguh sulistia dan Aria Zurnetti, hukum pidana horizon baru pasca reformasi, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2012), 19.7 


































Penegakan hukum pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan 
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan dan 
masyarakat. kepastian hukum merupakan perlindungan bagi setiap warga 
negara yang terkena hukum terhadap tindakan sewenang-wenang atau 
perbuatan merugikan dari orang lain. Adanya kepastian hukum maka 
masyarakat akan lebih tertib karena jelas antara kedudukan hak dan 
kewajiban setiap orang menurut yang ditetapkan oleh hukum atau undang-
undang negara. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai ketertiban masyarakat 
dengan sifat hukum untuk menyelesaikan konflik dan pelanggaran hukum di 
dalam kehidupan bermasyarakat.60 
Untuk menegakkan hukum yang mendekati kepastian hukum dan rasa 
keadilan masyarakat ada empat faktor yang perlu diperhatikan oleh 
pemerintah dan aparat penegak hukum yaitu : yang pertama aktor 
substansial yaitu undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku, yang 
kedua faktor struktural yaitu aparatur penegak hukum yang tegas dan 
berwibawa, yang ketiga faktor kultural yang mana kesadaran hukum 
bermasyarakat, dan yang keempat faktor manajerial yaitu administrasi dan 
organisasi pengelolaan penegak hukum.61 
faktor struktural yaitu penegak hukum adalah orang-orang atau pejabat 
hukum yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan pemeliharaan 
dan usaha untuk mempertahankan tegaknya hukum.persyaratan bagi seorang 
 
60 Ibid., 198. 
61 Ibid., 202. 


































penegak hukum tentunya berat sekali yaitu harus menguasai makna atau 
kaidah hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis dan memiliki 
pengetahuan ataupun wawasan yang luas,mengikuti perkembangan dan 
kebutuhan hukum masyarakat mengetahui tugas kewajiban dan batas-batas 
kewenangan serta memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas dan 
harus memiliki integritas tinggi, pribadi disiplin dan jujur dalam melayani 
masyarakat.62 
Dalam pemantauan persidangan, Komisi Yudisial Pengghubung 
Wilayah Jawa Timur melakukan pemantauan sendiri atau bersama dengan 
Komisi  Yudisial Pusat dalam kasus tertentu. Namun, dalam kasus tindak 
pidana Korupsi selama ini Komisi Yudisial Penghubung wilayah Jawa Timur 
melakukan pemantauan sendiri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 
Juanda. 
Pemantauan Komisi Yudisial di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
Surabaya memakan waktu yang cukup lama hingga sampai jam 12 malam. 
Perilaku hakim dalam persidangan yang melanggar kode etik misalnya: 
hakim bermain HP, banyaknya orang yang keluar masuk saat persidangan, 
dan putusan hakim yangg tidak sesuai dengan Undang-Undang (kasus berat 
tetapi putusan ringan atau kerugian negara kecil tapi putusan berat)63 
Tidak semua laporan masyarakat tentang hakim tindak pidana korupsi 
ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial penghubung wilayah Jawa Timur, 
 
62 Ibid., 203. 
63 Ali Sakduddin, Staf Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, 
Wawancara, Surabaya 2 Juli 2019 


































karena diantaranya jika keruian neraga akibat tindak pidana korupsi kecil 
dan keputusan ringan. Misalnya kasus keruian negara sebesar Rp. 500.000,- 
yang dilakukan oleh salah satu kepala sekolah di Surabaya yang putusanya 
itu rinan. Menurut Dizar selaku koordinator, hal tersebut wajar jika hakim 
memutus ringan karena jumlah kerugian negara kecil dibanding biaya proses 
pengadilannya. Yang menjadi masalah dalam kasus tindak pidana korupsi 
selama ini memang banyak yang dilaporkan adalah kerugian negara yang 
sedikit.64 
Selama bulan Januari-Juli 2019 ada sebanyak 24 laporan yang masuk 
di Komisi yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur. Latar belkanag 
pengaduan beragam. Sebagian besar berkaitan dengan putusan yangg tidak 
adil atau memihak salah satu kubu. Mayoritas laporan berasal dari Surabaya 
yang mencapai 40% dari total laporan. Dari laporan yang masuk 60% laporan 
terkait dengan putusan majelis yang dianggap tidak tepat dan 40% laporan 
berkaitan dengan permohonan pemantauan persidangan. Beberapa hal yang 
dilaporkan adalah mengenai sidang tikus atau sidang yang tidak dilakukan 
di ruang sidang, melainkan diruang hakim, dan ada juga laporan terkait 
dengan etika hakim.65 
Selama ini, laporan yang masuk ke Komisi Yudisial Penghubung 
Wilayah jawa Timur  didominasi tentang masalah pidana umum, sedangkan 
 
64 Dizar al-Farisi, Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, Wawancara, 
Surabaya, 2 Juli 2019 
65 Ali Sakduddin, Staf Koordinator Komisi yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, 
Wawancara, 2 Juli 2019. 


































tindak pidana korupsi masih jarang, hal itu kemungkinan disebabkan karena 
masalah tindak pidana umum lebih menyangkut personal dan tindak pidana 
korupsi lebih ke komunal (lembaga). 
B. Analisis Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial di 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya  
Berdasarkan penjelasan Fiqh Siyasah tentang Wilayah Al-Hisbah 
bahwa dalam Islam sistem pengawasan Hakim yang dilakukan Oleh Komisi 
Yudisial itu sesuai dengan definisi dari Wilayah al-Hisbah itu sendiri yang 
mana konsep Wilayah al-Hisbah adalah suatu perintah terhadap kebaikan 
(ma’ruf) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah dari 
suatu kemungkanan bila muncul kemungkaran. 
Jika diteliti secara perkata al-hisbah biasanya disandingkan dengan 
Wilayah al-Hisbah yang mana Wilayah sendiri secara literal berarti 
kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan.66 Sedangkan al-Hisbah, 
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga jika digabungkan kedua 
kata tersebut memiliki arti pengawasan tertinggi. Kriteria kebaikan (ma’ruf) 
yaitu segala perkataan, perbuatan atau niat yang baik yang diperintahkan 
dalam syariat. Sedangkan perbuatan munkar yaitu suatu perkataan, 
perbuatan atau niat yang buruk yang dilarang oleh syariat.67 
Dasar hukum wilayah al-Hisbah sebagaimana firman Allah dalam 
Surat Ali imran (3) ayat 104 : 
 
66 Basiq Djalil, Peradilan Islam, 113. 
67 Ibid., 115. 


































 ُمُه َكِئََٰلُوأَو   ۚ  ِرَكنُمْلا ِنَع َنْوَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْلِبِ َنوُرُمَْيََو ِْيَْْلْا َلَِإ َنوُعَْدي ٌةَُّمأ ْمُكن ِم نُكَتْلَو
 َنوُحِلْفُمْلا 
 
Artinya : Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yan 
menyeru kebaikan, menuyuh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari 
yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS Ali Imran 
(3) ayat 104). 
 
 Pengawasan hakim perlu dilakukan karena dari Abu Huraidah Nabi 
Muhammad  SAW  bersabda: 
 
 ٌَةَثلاَث ُةاَضُقَْلا ىَضَق ٌلُجَرَو ِةََّنْلْا فِ َوُه َف ِِهب ىَضَق َف ََّقْلْا َمِلَع ٌلُجَر ِةََّنْلْا فِ ٌدِحاَوَو ِراَّنلا ِفِ ِناَن ْثا
 ِراَّنلا ِفِ َوُه َف ِمْكُْلْا ِفِ َراَج ٌلُجَرَو ِراَّنلا فِ َوُه َف ٍلْهَج ىَلَع ِساَّنِلل 
 
Artinya: Hakim itu ada tiga macam, dua di Neraka dan satu masuk 
Surga; (1) seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu memberi 
keputusan dengannya, maka ia di Surga, (2) seorang hakim yang 
mengadili manusia dengan kebodohannya, maka ia di Neraka, dan 
(3)seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman, 
maka ia pun di Neraka.68 
Mengapa harus ada Wilayah al-Hisbah ? karena Al-Hisbah menjadi 
sebuah lembaga yang dibangun untuk menegakkan kebenaran dan 
memperbaiki yang mungkar. Petugasnya disebut muhtasib yang bertugas 
menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dengan dibekali 
istimewa untuk menginvestigasi dan mencari-cari perilaku kemungkaran 
yang mungkin dikerjakan. Adapun kriteria Muhtasib dengan syarat-syarat 
yang disepakati, antara lain69: Mukmin, Mukallaf, Mampu melaksanakan 
amar ma’ruf nahi mungkar. 
 
68 Shahih: [Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 4446)], Sunan Abi Dawud (IX/487, no. 3556), Sunan 
Ibni Majah (II/776, no. 2315). 
69 Basiq Djalil, Peradilan Islam, 129 





































Sabda Nabi Muhammad SAW 
 َقَِبف ْعِطَتْسَي ْم َل َنَِإف ، ِِهناَسِلَِبف ْعِطَتْسَي َْلَ ْنَِإف ، ِهِدَِيب ُْه  ِيَْغ ُيْل َف ًارَكْنُم ْمُكْنِم ىَأَر ْنَم، ِهِبْل  
 
نا َم ْيِلإْا ُفَعْضَأ َكِلَذَو  
 
Artinya: Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah 
dengan tangannya. Jika ia tidak bisa, maka rubahlah dengan 
mukutnya. Jika ia tidak bisa jua, maka dengan hatinya, dan itu adalah 
selemah-lemahnya iman.70 
 
Adapun syarat-syarat yang diperintahkan, antara lain :71 Adil, Tugas 
muhtasib tersebut mendapat izin dari pemerintah, dan mampu berijtihad. 
Sejauh pengetahuan penulis, lembaga al-Hisbah ini belum ada di indonesia, 
namun fungsi-fungsinya sudah diterapkan oleh beberapa lembaga di 
Indonesia seperti : 1) MUI (untuk mengawasi kehalalan produk makanan dan 
obat-obatan. 2) Komisi yudisial (untuk mengawasi seorang hakim dan 






70 HR. Muslim No. 70 
71 Ibid., 130. 









































































A. Kesimpulan  
1. Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 
1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 
2. Dalam Fiqh Siyasah ada kesamaan bahwa Wilayah al-Hisbah 
merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menegakkan kebaikan 
dan mencegah kemungkaran. Dalam islam sistem pengawasan hakim 
yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu sesuai dengan konsep Wilayah 
al-Hisbah yang mana konsep itu adalah menyeru pada kebaikan 
(ma’ruf) dan mencegah pada kemungkaran.  
B. Saran  
Komisi Yudisial penghubung wilayah Jawa Timur hendaknya lebih 
tegas dalam pengawasan hakim pengadilan tindak pidana korupsi di Jawa 
Timur, baik yang berkaitan dengan pelanggaran Kode etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim maupun putusan hakim yang menyimpang dari Unddang-
Undang. Dan juga Hakim pengadilan tindak pidana korupsi di Jawa Timur 
harunya lebih memperhatikan Kode Etik dan pedoman Perilaku hakim dan 
Undang-Undang, sehingga hukum dapat diputuskan seadil-adilnya 
berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku. 
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